BAB 1 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam muatan hak tentang mata uang di Indonesia terdapat aturan hukum diatur pada pasal 1 UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yaitu: uang adalah alat pembayaran yang sah. mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Dari defenisi ini dapat diartikan uang merupakan alat pembayaran ketika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang maka uang menyandang gelar menjadi mata uang.
Uang merupakan alat pertukaran yang sah dalam transaksi jual beli. Definisi uang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat tukar atau alat bayarْ yang diterima secara umum, memiliki satuan-satuan tertentu dengan nilai standar serta memiliki daya beli terhadap barang dan jasa
. Uang sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari, uang adalah “darah”-nya perekonomian, karena dalam mekanisme sistem lalu lintas barang dan jasa selalu diperlukan sebagai pelancar dalam mencapai tujuan tertentu.

Secara historis perkembangan uang sendiri selalu berbanding lurus dengan perkembangan zaman. Barter merupakan transaksi jual beli sebelum ada mata uang sebagai alat pembayaran, yaitu menukarkan suatu barang dengan barang 

lain. Namun, saat melakukan kegiatan barter, mereka sulit menemukan orang yang mempunyai barang yang diْ inginkan dan sulit untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan dengan nilai yang seimbang atau hampir senilai
.
Pada era perkembangan teknologi begitu banyak tawaran system pembayaran yang memudahkan terlaksananya sistem bayar atau dikenal dengan transaksi keuangan berbasis teknologi atau elektronik. Di Indonesia yang sering kita dengar dengan istilah Generasi Z adalah generasi yang sadar akan teknologi dan kemudahan transaksi ini dan persentase terbesar pengguna transaksi elektronik ini. E-money atau Electronic money mungkin bukanlah suatu hal yang terdengar asing di telinga kita. Sebagaimana disebut dalam aturan BI No: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik Electronic Money jo PBI Nomor: 18/ 17/PBI/2016, E-money diterbitkan berdasar nilai uang yang disetor oleh pemegang kepada penerbit yang disimpan secara elektronik dalam media server atau chip.

Berawal dari kesulitan yang sering dialami, manusia menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar, seperti kulit binatang, kain dan garam. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat tukar tersebut dipilih yang memiliki nilai tinggi atau benda yang merupakan kebutuhan sehari-hari.
Teknologi yang berkembang dalam era modern kini juga memunculkan jenis uang baru yaitu uang digital atau yang lebih dikenal dengan uang elektronik (e-money). Pembayaran dengan uang elektronik (e-money) dalam penggunaannya selain serba cepat juga aman dari kejahatan fisik seperti penipuan dan pencurian.

Salah satu pembayaran elektronik yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran yaitu aplikasi OVO yang dapat di unduh melalui Google Store dan Apple iOS. Penggunaan aplikasi OVO dapat mempermudah proses pembayaran dengan mempersingkat waktu tanpa menunggu antrian terlalu lama dan juga menunggu uang kembalian. Penggunaan aplikasi OVO bukan hanya mempersingkat waktu, namun juga sebagai media pembayaran elektronik yang tidak perlu repot-repot membawa uang cash (uang) tunai saat melakukan pembayaran.

Jaringan uang elektronik (e-money) telah menciptakan tantangan dan permasalahan tersendiri terhadap cara pengaturan transaksi dalam penggunaan uang elektronik (e-money). Permasalahan hukum dalam uang elektronik (e-money) ini juga memerlukan sebuah solusi sehingga nantinya mampu memberikan sebuah kepastian hukum dan melahirkan kepercayaan diri pada pelaku bisnis uang elektronik (e-money) khususnya.
Permasalahan uang elektronik (e-money) melalui internet juga muncul terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah baik yang berkenaan dengan ekonomi, politik maupun sosial. Permasalahan seperti ini dimungkinkan untuk muncul di permukaan karena masalah uang elektronik (e-money) bukan hanya masalah teknologi, melainkan juga masalah gaya hidup, budaya dan ideologi, bahkan juga masalah lainnya. Beberapa permasalahan yang muncul dalam aktivitas uang elektronik (e-money), antara lain:

1. Mekanisme dalam transaksi;

2. Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penerbit uang elektronik (e-money), pemegang uang elektronik (e-money), maupun para pendukung seperti perbankan, internet service provider (isp), dan lain-lain;

3. Legalitas dokumen/catatan elektronik sebagai alat bukti;

4. Mekanisme penyelesaian sengketa;

5. Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa.

Transaksi melalui media elektronik seperti aplikasi OVO tersebut menjadi nyaman perlu adanya kepastian hukum yang mengatur perlindungan terhadap para pengguna uang elektronik (e-money) dan/atau pelaku usaha uang elektronik (e-money) yang jelas mengenai uang elektronik (e-money) tersebut, sedangkan tuntutan adanya perlindungan terhadap pihak yang dirugikan apabila terjadi permasalahan dalam bertransaksi secara elektronik sangat mendesak.

Saat ini di Indonesia hanya memiliki Undang-Undang Perlindungan konsumen  nomor 8 tahun 1999  yang secara umumnya sendiri merupakan suatu perlindungan yang mencangkup harkat dan martabat atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencegah terjadi perlakuan yang tidak adil sehingga berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat
.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Undang undang ini Mengatur juga Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,pada Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi (konglomerasi), praktik perlindungan Konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan moral hazard dan belum optimalnya perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan.Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan 

Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.Hasil nyata yang diharapkan antara lain Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan, fee-based pricing minimum yang tidak merugikan Konsumen, serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen.
Penerapan market conduct diterapkan secara seimbang antara menumbuh kembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen untuk meningkatkan kepercayaan Konsumen. Market Conductadalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan.Sehubungan dengan itu, upaya perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama.
 Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan Konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (Market Confidence); dan Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain Konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (Level Playing Field). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.
Diperlukannya jaminan keamanan dalam bertransaksi elektronik, jaminan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen
B.  Rumusan Masalah

Permasalaha yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah:
1. Apa bentuk perlindungan konsumen yang diterapkan pada aplikasi OVO?

2. Bagaimana perlindungan konsumen pengguna aplikasi OVO dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mendeskripsikan bentuk perlindungan konsumen yang diterapkan pada aplikasi OVO.

2. Mengkaji perlindungan konsumen pengguna aplikasi OVO dalam perspektif  hukum Islam.
D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampumengembangkan keilmuwan disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan peenelitian selanjutnya mengenai Perlindungan Konsumen E-Money Pengguna Aplikasi OVO dalam perspektif  Hukum Islam .

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi praktisi hukum untuk penyempurnaan memberikan kontribusi bagi pengembang keilmuan terhdap kajian hukum Islam khususnya dalam aspek terkait mengenai Perlindungan Konsumen E-Money Pengguna Aplikasi OVO dalam perspektif Hukum Islam. Menambah, memperdalam, dan memperluas keilmuan mengenai transaksi terhadap layanan pembayaran secara elektronik serta perkembangannya transaksi pembayaran.
E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang hak angket ataupun tulisan yang  berhubungan dengan hal tersebut. 
1. Penelitian dilakukan oleh Nur Sa’adah, Sri Endah Indriawati berjudul tentang “Akibat Hukum Perjanjian Melalui Elektronik Ditinjau Dari Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 11, Nomor 2 Oktober 2020. Penelitian ini meneliti tentang  Perjanjian yang dibuat melalui elektronik/digital mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang dilakukan melalui manual. Hakim bisa menggunakan sistem pembuktian dengan perkembangan kearah alat bukti terbuka. Alat bukti yang diperoleh dari mana saja asal bisa diterima kebenaran sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, mengingat dalam bertransaksi di era digital saat ini kita akan sering menggunakan media online
. 
2. Penelitian dilakukan oleh Stefani yang berjudul tentang “Analisis Yuridis Kalusula Baku Pada Layanan Pembayaran Bergerak OVO menurut Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019. Penelitian ini meneliti tentang  pembatasan tanggung jawab dalam klausula baku layanan pembayaran bergerak OVO bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan juga tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku dapat dinyatakan batal demi hukum sebab melanggar syarat objektif pada pasal 1320 angka keempat yakni tentang adanya suatu sebab yang diperbolehkan oleh Undang-undang. Mengenai pengawasan OJK terhadap jasa layanan pembayaran bergerak di Indonesia telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
.

3. Annisa Erossabila Pane, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Sistem Pembayaran Elektronik Dihubungkan Dengan UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pengguna OVO) Di Medan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2020. Penelitian ini meneliti tentang  pengaturan hukum terhadap transaksi jual beli menggunakan sistem pembayaran elektronik telah diatur di dalam Undang-Undangg Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik. Dan pada praktiknya penggunaan OVO dalam transaksi jual beli tidak jauh berbeda dengan transaksi konvensional Pihak OVO selaku pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengguna sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan catatan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan sistem ataupun kesalahan pihak OVO sendiri.Adapun bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pihak OVO dalam bentuk pengembalian saldo pengguna
.

4. Haikal Ramadhan, Aminah, Suradi, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronikal Dalam Melakukan Transaksi Di Tinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik )E-Money), dalam Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016. Penelitian ini meneliti tentang  bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik adalah melalui penelitian, analisis, dan evaluasi yang didasarkan atas laporan berkala, laporan insidentil, data, dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia serta diskusi dengan penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik, pemeriksaan langsung, pertemuan konsultasi dengan penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik dan pembinaan terhadap penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik. Perlindungan hukum dari penyalahgunaan kartu uang elektronik terhadap pengguna kartu uang elektronik adalah melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Bank Indonesia juga membentuk sebuah Divisi Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna sistem pembayaran uang elektronik
.
F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). “Penelitian Kepustakaan adalah data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder meliputi surat-surat pribadi, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang tidak diduga sebelumnya untuk membentuk kerangka teoritis baru sesuai norma-norma hukum yang berlaku
.
2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Pendekatan Yuridis Normatif. “Pendekatan Yuridis Normatif adalah sebuah penelitian secara kepustakaan yangmelalui bahan sekunder.”
 Menggunakan pendekatan yuridis normatif karena melihat dari objek pembahasan dari penelitian ini membahas tentang problematika pada kebijakan diskresi presiden dinilai bisa berpotensi besar terjadinya penyalahgunaan wewenang.
3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan peneliti sesuai dengan jenis penelitian yakni studi kepustakaan (library research) maka berupa literatur dari buku, dokumen, jurnal ataupun karya ilmiah. Data primer diperoleh dari buku-buku dan jurnal lainnya yang masih berkaitan dengan Perlindungan Konsumen E-Money Pengguna Aplikasi OVO dalam Perspektif Hukum Islam. Sedangkan data sekunder didapat dari aturan-aturan yang digunakan aplikasi OVO, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menggali informasi berupa dokumen, undang-undang dan juga mengenai jurnal dan buku dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini mempelajari berbagai informasi yang diperoleh dari dalam dokumen hasil suatu peristiwa atau berisi informasi, fakta dan data sesuai dengan judul penelitian peneliti. Informasi yang digunakan peneliti ini adalah informasi mengenai Perlindungan Konsumen E-Money Pengguna Aplikasi OVO dalam perspektif Hukum Islam. 

5. Metode Analisis Data 
Pada penelitian ini analisis data yang digunakan analisis kritis (critical analysis). Analisis ini merupakan suatu bentuk analisis terhadap isi dari buku-buku, jurnal ataupun dokumen eletronik yang membahas mengenai Perlindungan Konsumen E-Money Pengguna Aplikasi OVO dalam perspektif Hukum Islam. Analisis kritis digunakan untuk mengupas secara mendalam mengenai aturan Hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999. Analisis kritis digunakan untuk mengungkap sisi lain dari sebuah data yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal, ataupun dokumen eletronik yang membahas mengenai Perlindungan Konsumen E-Money dan Pengguna Aplikasi OVO menurut hukum Islam secara lebih mendalam. 
G. Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan di dalam penulisan yaitu: 

Bab I. Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Rencana Sistematika Penulisan.

Bab II.  Tinjauan Konseptual, menguraikan tentang Pengertian Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian dan gambaran umum mengenai Pengertian Negara Hukum, Konsep Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Peran dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat, Implikasi dan Penerapan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil rumusan masalah tentang Urgensi Revisi Terhadap UU KPK,  Prosedur Pembentukan UU yang Baik dan Benar Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
Bab IV.  Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.
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